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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 41/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SALATIGA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang D oa.

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, KPU Kota
Salatiga dalam Persyaratan Pencalonan pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, perlu
menetapkan Persyaratan Pencalonan;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9233);
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10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01
Tahun 2010.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota
Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2016;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor
16 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor
22 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2015 tentang Penetapan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar
Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Presentase
Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan
Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
Tahun 2017 ;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Salatiga Nomor 68/BA/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016
tentang Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017.

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau Gabungan

Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Salatiga Tahun 2017.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mencalonkan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017
adalah Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 5 (lima)
kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
atau mempunyai suara sah paling sedikit 25.835 (Dua Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima) Suara Sah, hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh suara sah, sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik
yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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